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Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 
Pidana Menangkap Ikan dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing tanpa 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
Studi Putusan No 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg”, merupakan hasil dari 
penelitian putusan yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua 
pertanyaan, yaitu bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap 
ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg dan bagaimana analisis hukum pidana Islam 
terhadap putusan hakim tentang tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Studi Putusan No 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN. Tpg. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 
Research) yang selanjutnya data diolah dengan beberapa tahap yaitu editing 
(melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh), organizing 
(menyusun dan mensistemaiskan data yang diperoleh), analizing yang dianalisis 
menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Menggunakan data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan atas tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut 
umun, yaitu pasal 93 (3) jo 27 (2) jo 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas 
UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang mana hakim menjatuhkan pidana 
denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan pidana kurungan selama 6 bulan. Terlepas 
dari unsur kumulatif yang terdapat dalam bidang perikanan, karena sudah 
dijelaskan dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh terdakwa 
merupakan tindak pidana pencurian, yang termasuk dalam jari>mah h}udu>d. Dalam 
hal ini, hukuman yang digunakan adalah potong tangan, karena unsur yang 
terdapat dalam tindak pidana pencurian telah terpenuhi.  
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan baik aparat penegak 
hukum maupun masyarakat umum berpikiran aktif dalam menjaga dan melindungi 
lingkungan khususnya dari tindakan menangkap ikan dengan cara yang tidak 
dibenarkan oleh UU atau peraturan lainya. Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku 
tersebut harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi 
perbuatanya lagi dimasa mendatang. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua 
bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara 
daratan.1 Indonesia sebagai negara kepulauan adalah suatu negara yang 
seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat 
mencakup pulau-pulau lain. Dalam hal ini gugusan kepulauan berarti suatu 
gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan 
pulau-pulau tersebut dll merupakan wujud alamiah yang hubunganya satu 
sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan 
wujud alamiah lainya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan 
politik yang hakiki, atau secara histori telah dianggap sebagai satu 
kesatuan demikian.2 
Sehingga negara Indonesia merupakan satu negara yang memiliki 
kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri atas 17.508 pulau 
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2 dan luas sekitar 3.1 juta km2 
(0,3 juta km2 perairan teritorial dan 2.8 juta km2 perairan nusantara) atau 
                                                          
1 Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 1. 
2 Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas 
Negara, (Malang : Setara Perss, 2016), 165. 

































62% dari luas teritorialnya. 3  Keadaan tersebut menjadikan Indonesia 
termasuk kedalam Negara yang memiliki kandungan kekayaan yang sangat 
tinggi dan bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, 
serta sumber daya yang tidak dapat diperbaruhi, misalnya minyak bumi dan 
bahan tambang lainya. 4 
Diantara sumber daya laut yang ada, sumber daya ikanlah yang 
paling banyak mendominasi hidup didalam wilayah perairan Indonesia, 
sehingga mengakibatkan banyaknya individu ataupun kelompok yang 
mengincar atau menginginkan sumber daya ikan ini untuk terus 
dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang bukan 
hanya dari warga Indonesia sendiri, namun juga warga dunia.  
Illegal Fishing merupakan sebutan dari kejahatan maupun 
pelanggaran yang dilakukan di wilayah perairan. Dapat diartikan juga 
sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh 
peraturan yang ada, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi 
atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. 5 Secara umum Illegal 
Fishing yang terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat 
golongan yaitu penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan 
menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat 
tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak 
sesuai dengan izin.  
                                                          
3 Supriadi, Hukum Perikanan...,1. 
4  Ibid., 2. 
5 Nunung Mahmuda, Illegal Fishing, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 80. 

































Salah satu contoh kasus pelanggaran Illegal Fishing yang penulis 
ambil dari putusan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri 
Tanjungpinang tentang tindak pidana pelaku warga negara Vietnam (Pham 
Nhut Giang) yang mengoperasikan kapal berbendera asing masuk pada 
posisi 06 derajat 20,606’ LU – 107 derajat 05,442’ BT atau setidak- 
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum 
pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang 
tujuanya  untuk menangkap ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
dengan menggunakan jaring Trawl (Pukat Harimau) sebanyak 1 (satu) unit 
yang juga sudah dilarang. Selain dapat merusak ekosistem alam laut 
Indonesia seperti keberagaman terumbu karang akibat penggunaan jaring 
Trawl tersebut, juga dapat mengurangi keberagaman jenis sumber daya 
hayati didalamnya, terutama ikan kecil yang masih belum waktunya untuk 
diambil. 
Dalam menanggulangi pelanggaran seperti salah satu kasus diatas, 
pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 1983 melahirkan UU Nomor 5 
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kemudian 
ada juga UU Nomor 17 Tahun 1985 yaitu hasil dari ratifikasi UNCLOS 
tahun 1982.6 Selain itu juga terdapat UU No. 45 tahun 2009 atas perubahan 
UU No. 31 Tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan di Indonesia.  
Meskipun dalam hal peraturan perundang-undangan diatas sudah 
sekiranya dapat mencakup segala permasalahan terkait dengan tindak 
                                                          
6 Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan...,160. 

































pidana di zona perairan Indonesia, tetapi tetap saja masih menimbulkan 
permasalahan dalam hal pengelolaan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) yang mengandung banyak fenomena yang sangat 
kompleks, termasuk masalah hukum. Hal ini disebabkan permasalahan 
pengelolaan perikanan memiliki ciri khas tertentu, terutama yang 
menyangkut karakteristik biologis ikan yang senantiasa terpengaruh oleh 
kondisi alam disekitarnya. Maka dari itu, di wilayah perairan Indonesia 
sendiri perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah yaitu terkait dengan 
praktek Illegal fishing itu sendiri.7 
Tercatat tindak pidana Illegal Fishing di perairan Indonesia yang 
dilakukan kapal-kapal asing yang telah merugikan Indonesia sekitar Rp 30 
Triliun pertahun, sedangkan potensi perikanan tangkap Indonesia sekitar 
60 juta ton pertahun. 8  Apalagi dalam kurun waktu ini, diperkirakan 
sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para 
nelayan Thailand, Fillipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, 
China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan Illegal Fishing 
diwilayah perairan laut.9 
Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang 
besar dari tindakan hal semacam itu. Kerugian tersebut bukan hanya 
kerugian negara semata, akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat 
                                                          
7 Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, (Jakarta : 
Ghalia Indonesia, 1985), 21. 
8  http//www.infokom-jatim.IUU dan keamanan sosial nelayan.go.id. diakses tanggal 18 April 2018 
9  Sekolah Usaha Perikanan Negeri Tegal, “Penegakan Hukum Illegal Fishing”, dalam 
http://www.pusdik.kkp.go.id/supmtegal/?c=&i=126, diakses tanggal 18 April 2018 

































Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati 
anugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, 
sedangkan uang senilai 30 triliyun rupiah seharusnya juga menjadi uang 
rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk 
kesejahteraan rakyat. 
Dalam hal ini sanksi yang ditetapkan terhadap tindak pidana 
tersebut haruslah cukup keras, sehingga efektif dalam menjamin penataan 
untuk mencegah pelanggaran dimanapun itu terjadi dan harus 
menghilangkan keuntungan pelanggar dari manfaat yang bertambah dari 
kegiatan tidak sah mereka. Sanksi bagi pelaku penangkapan ikan oleh 
warga negara asing tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia 
dikenakan pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU No 45 
Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang 
berbunyi :  
”Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di 
ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 
27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh 
milyar rupiah)”. 
 
Sama halnya menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana 
menangkap ikan tanpa adanya surat izin merupakan tindakan kriminal. 
Tindakan kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan syari’at Allah, 
untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dijatuhkan h}udu>d (hukuman 

































Syar’i) atau ta’zi>r (sanksi disiplin) kepada pelakunya.10 Besarnya hukuman 
itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang. 
sebagaimana hukuman yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai 
berikut : 
 ِِعراَّشلا ِن اَيْصِع ىَلَعِةَعاَمَْلْ ا ِةَحَلْصَمُِلرَّرَقُمْل ُاءَازَْلْا َيِهَُةبْوُقُعْل َا 
“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara 
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan shara’”.11 
Hukuman juga harus sesuai dengan tujuannya yaitu, harus mampu 
mencegah seseorang dari perbuatan maksiat atau untuk mencegah sebelum 
terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerahkan setelah terjadinya 
perbuatan (represif). Tetapi dalam kasus yang penulis angkat, hakim 
memutuskan dengan pidana denda 300 juta subsidair pidana kurungan 6 
bulan saja,  yang mana berbeda jauh dengan ancaman hukuman yang 
terdapat dalam pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU No 
45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan 
yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 
20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).12  Hukuman tersebut dirasa 
kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan tidak 
sesuai dengan tujuan hukuman dalam Islam sendiri, jika dibandingkan 
                                                          
10  Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara 
dalam Syariat Islam), (Hafidz Abdurrahman), (Jakarta : Darul Falah, 2006), 358. 
11 Abdul Qadir Audah, At-Tasyr>i’ Al-Jina>i-‘iy> Al-Isla>miy>, (Usman Efendi AS dan Abdul Khalik), 
Juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al-Araby, t.t), 609. 
12 Direktori putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/Pid.Sus-PRK/ 2017/PN.Tpg, 22 

































dengan perbuatan pelaku yang dapat merugikan baik dari segi ekonomi 
negara ataupun segi kerusakan ekosistem laut Indonesia. 
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 
peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul 
skripsi, yaitu; “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 
Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.TPG)”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa 
masalah pada penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat di definisikan 
sebagai berikut: 
1. Penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing 
tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI). 
2. Akibat yang ditimbulkan dari adanya penangkapan ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bagi 
Indonesia.  
3. Sanksi tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 

































4. Dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 
Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. 
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 
permasalahan ini di kaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan 
karya ilmiah dengan batasan : 
1. Putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam 
putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg). 
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg). 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 
secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan 
memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah 
sebagai berikut : 

































1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim 
tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam putusan Nomor 
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg? 
  
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk 
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 
yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan 
tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. 
Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum 
pembuatan skripsi diantaranya:  
1. Penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi 
Pencurian Ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 
perikanan.13. Penulis menyimpulkan bahwa : Sanksi yang dijatuhkan 
kepada pelaku menggunakan pasal 93 ayat (1 dan 2) UU No 31 Tahun 
                                                          
13 Eka Suparti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pencurian Ikan menurut Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”, Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2011. 

































2004 tentang Perikanan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam 
terdapat tiga jarimah yaitu jari>mah h}udu>d, qis}a>s}, dan ta’zi >r. 
Berdasarkan tinjauan dari pasal 93 ayat (1 dan 2) UU No 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan dan melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak 
pidana pencurian ikan, maka bertentangan dengan hukum Islam dan 
tindak pidana tersebut termasuk jari>mah ta’zi >r dan hukumanya 
diserahkan kepada pemerintah atau hakim Islam (ulil Amri). 
2. Penelitian yang berjudul: Analisa Terhadap Putusan Hakim dalam 
Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan 
Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Di 
Pengadilan Perikanan Jakarta Utara) 14 . Kesimpulan dari penulisan 
skripsi ini adalah Dasar petimbangan Hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh WNA di Wilayah Perairan 
Indonesia tidak dapat menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pasal 
102 UU No 31 Tahun 2004 dan Pasal 73 UU No 17 tahun 1985. Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan pidana denda sangat ringan kepada 4 
(empat) terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda yang 
rendah berbeda dengan putusan sebelumnya Majelis hakim 
menjatuhkan putusan pidana denda yang berat kepada 3 (tiga) terdakwa 
Warga Negara Thailand yaitu pidana denda yang lebih berat. 
                                                          
14 Akbar Surya Lantoranda, “Analisa Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Perairan Indonesia” 
(“Skripsi”-- Universitas Brawijaya, Malang , 2013).  

































3. Penelitian yang berjudul, Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang 
Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera 
Asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU No 45 Tahun 2009. 15  Dalam 
penelitian tersebut membahas tentang tindakan khusus terhadap kapal 
perikanan berbendera asing dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 
kapal perikanan berbendera asing. 
Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan 
kata dari penelitian sebelumnya dan menjadi alasan untuk diteliti 
dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg)” yang mana  dalam pembahasanya akan mengkaji 
tentang bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 






                                                          
15  Nanda Pradhita Susilowati, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaksanaan Tindakan 
Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Pasal 69 Ayat (4) UU NO. 45 Tahun 
2009”(“Skripsi”--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 

































E. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan rumusan yang ditulis diatas, maka skripsi ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui putusan hakim tentang tindak pidana menangkap 
ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  
dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, 
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan 
hakim tentang tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan 
kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  dalam putusan Nomor 
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya dalam dua aspek yaitu : 
1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat di jadikan sebagai pedoman untuk 
menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah 
ini dan memperluas khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI).  

































2. Aspek terapan (praktis), dapat di jadikan masyarakat khususnya 
pemerintah atau koorporasi dalam menjaga kelestarian khususnya di 
laut agar tidak terjadi tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  secara terus 
menerus dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan 
(Illegal fhising) khususnya warga negara asing yang mengoperasikan 
dan menangkap ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia di masa mendatang. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya 
definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan 
dengan judul yang diangkat penulis. Yaitu: 
1. Hukum Pidana Islam : yang dimaksud disini adalah menganalisis 
tentang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah perbuatan 
yang dilarang (jari>mah) beserta macam-macamnya, yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah jari>mah h}udu>d karena berkaitan dengan 
tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  yang mengakibatkan Indonesia 

































mengalami banyak kerugian dari segi ekosistem perairan Indonesia itu 
sendiri. 
2. Penangkapan ikan : suatu kegiatan untuk memperolah ikan di perairan 
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, 
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau membiakkan.16  
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) : suatu daerah yang terletak 
di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan 
bahwa ZEE berada diluar wilayah negara bukan merupakan wilayah 
negara. 17  Yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air 
diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis 
pangkal laut teritorial Indonesia. 18 
4. Putusan hakim Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg : Pernyataan 
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.  
Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti putusan Nomor 
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg mengenai putusan hakim yang dijatuhkan 
dalam sidang pengadilan terbuka terhadap tindak pidana menangkap ikan 
                                                          
16 Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan 
17 Rudy, T. May, Hukum Internasional 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002) 21. 
18 Pasal 1 ayat 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan 

































dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  
kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya. 19  Jenis penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan 
bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin hukum, 
peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang 
sedang dibahas.20  
Agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, 
metode dalam penulisannya yaitu : 
1. Jenis Penelitan  
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 
(library resaerch) yaitu objek utamanya adalah buku dan data yang 
diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku maupun laporan hasil 
penelitian dari peneliti terdahulu, jenis penelitian ini digunakan untuk 
mengkaji dan menelusuri pustaka yang berkaitan dengan persoalan 
yang dikaji oleh penulis sehingga penulis dapat memahami, 
                                                          
19Suharsini Arikunnto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet 13, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2006), 160. 
20 Ibid, 36. 

































mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang di peroleh 
tersebut. .21 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan 
tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada putusan Pengadilan Negeri 
Tanjungpinang No.18/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg. 
3. Sumber data 
Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data yang digunakan 
menggunakan data sekunder, yakni data yang digunakan untuk 
menganalisa melalui literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan 
kebutuhan data tersebut,22 terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang 
mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti 
peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum 
primair yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah UU 
No 45 Tahun 2009, UU No 31 Tahun 2004 dan putusan Pengadilan 
Negeri Tanjungpinang No.18/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg. 
                                                          
21 Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009), 13. 
22  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2012), 1. 

































b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum sekunder adalah sumber yang di dapat dari 
sumber yang tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap 
kelengkapan penelitian. Data yang di maksud antara lain: 
1) Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 
Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. 
2) Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011. 
3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005. 
4) P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2013. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainya. 
Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.  
4. Teknik pengumpulan data 
a. Telaah Pustaka 
Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data 
literatur, yaitu penggalian bahan pustaka yang berhubungan dengan 
bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini 

































adalah buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama 
dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. 
b. Telaah Dokumen 
Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan 
pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan 
melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah direktori 
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap sanksi tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI)  dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg. 
5. Teknik pengolahan data. 
Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian 
diolah, berikut tahapan-tahapannya:23 
a. Editing : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 
diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber 
sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI)   dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg. 
                                                          
23 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72. 

































b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian 
hukum pidana islam terhadap tindak pidana menangkap ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus PRK/2017/PN.Tpg. 
c. Analyzing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana 
Islam mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana menangkap 
ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat 
Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI)  dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil penelitian sesuai dengan arah studi yang telah 
dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode 
deskriptif analisis yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara 
memberikan gambaran umum terhadap maslah yang dibahas dengan 
menyusun fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah 
yang dapat dipahami dengan mudah. 24  Sedangkan pola pikir yang 
dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor 
umum, yaitu menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal 
berbendera asing tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada putusan Nomor 18/Pid.Sus-
                                                          
24 Consuelo G.Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), 71. 

































PRK/2017/PN.Tpg, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih 
khusus.  
 
I. Sistematika Pembahasan  
Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis hukum pidana 
Islam terhadap tindak pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan 
kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg)” di perlukan adanya suatu sistematik pembahasan, 
sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab I, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri 
dari beberapa sub bab, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakan dibab 1 adalah untuk 
mengetahui alasan mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih 
mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang di lakukan sehingga 
maksud dari penulisan ini dapat dipahami. 
Bab II, bab ini secara umum menguraikan tinjauan umum tentang 
tindak pidana menangkap ikan secara tidak sah (Illegal Fishing) atau 
pencurian ikan dalam prespektif hukum pidana positif, serta dalam hukum 
pidana Islam membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana, unsur-
unsur pencurian, serta hukuman (uqubah) terhadap tindak pidana 

































menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI). 
Bab III, tentang penyajian data dari putusan nomor 18/Pid.Sus-
PRK/2017/PN.Tpg. Bab ini akan memaparkan deskripsi tindak pidana 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI), landasan, pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan 
Negeri Tanjung Pinang. 
Bab IV, menganalisis tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut hukum pidana 
Islam yang bersangkutan dengan pertimbangan, serta hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan yang di jadikan oleh hakim dalam 
memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut dalam 
putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. 
Bab V, merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 
berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan 
kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi 
pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk 
Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan lembaga penegak hukum terkait 
dengan isi dari penulisan skripsi ini.  
 


































  BAB II  
TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN DENGAN MENGOPERASIKAN 
KAPAL BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN 
IKAN (SIPI) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)  
 
A. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Dalam 
Hukum Positif  
1. Tindak Pidana 
 
Strafbaar feit dalam bahasa Belanda merupakan istilah paling 
umum yang mana jika diterjemahkan dalam berbagai istilah dalam 
bahasa Indonesia mempunyai arti tindak pidana, delik, peristiwa pidana, 
perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbaarfeit. 1  
Menurut Van Hamel strafbaarfeit adalah ”kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, 
yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.” 
Tokoh lain yang berpendapat tentang strafbarfeit yaitu 
Hazewinkel Suringa adalah “Suatu perilaku manusia yang pada suatu 
saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu 
dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
                                                          
1 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia,  (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 96-97.   

































pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
yang terdapat di dalamnya.”2 
Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, 
pengertian “Strafbaar Feit” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana 
Indonesia. Seperti Moeljatno menyatakan bahwa “Suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”3 
Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan 
tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu 
ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu 
merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas 
Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan 
pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu 
dilakukan telah ada” 4 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) 
adalah:5 (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan), (2) diancam dengan pidana (statbaar 
gesteld), (3) melawan hukum (onrechtmatig), (4) dilakukan dengan 
                                                          
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-4, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2011), 182. 
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1;Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana  Cetakan ke-5, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
2010), 72.   
4 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 20. 
5 Sudarto, Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 32.  

































kesalahan (met schuld in verband staand), (5) oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab (toerekeningsvatooar person).  
 
2. Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) 
Berdasarkan terjemahan kamus The Contemporary English 
Indonesian Dictionary  bahwa, "Illegal" artinya tidak sah, dilarang atau 
bertentangan dengan hukum. "Fish" artinya ikan atau daging ikan dan 
"Fishing" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau 
tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah 
tersebut dapat dikatakan bahwa "Illegal Fishing" menurut bahasa 
Indonesia sendiri berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang 
dilakukan secara tidak sah.6 
Menurut Divera Wicaksono, tindak pidana penangkapan ikan 
secara illegal atau yang dikenal dengan Illegal Fishing adalah memakai 
Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak di lengkapi dengan Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan 
jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang.7 
Selain itu bisa diartikan sebagai tindak pidana dengan melakukan 
penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan 
Undang-Undang, diantaranya adalah UU No. 9 Tahun 1985 di ubah 
                                                          
6 Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, (Jakarta: Modern English Press, 
2003), 65.   
7 Divera Wicaksono, Menutup Celah Pencuri Ikan, (Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22 
Februari, 2004), 8. 

































dengan UU No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 
dan peraturan perundang-undangan lainya.  
Dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama 
menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan 
menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan 
maupun pelanggaran tidak terdapat istilah Illegal fishing. 
Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 
Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
yakni: “ kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkanya”.8 
Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum paling 
umum terjadi di WPP-RI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap 
ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, 
dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEEI, melainkan masuk 
sampai ke Perairan Indonesia. 9  Untuk pencurian ikan, ketentuan 
pidananya berada pada Pasal 93 ayat (2): 
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan 
di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud 
                                                          
8 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.   
9 Bab IV Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana 
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreporte and Unregulated Fishing (IUU 
Fishing) Tahun 2012-2016. 

































dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). 
 
Bentuk-bentuk kegiatan illegal fishing yang umumnya terjadi 
di wilayah perairan Indonesia diantaranya yaitu: 10  (1) penangkapan 
ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, 
(3) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, (4) 
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah tangkapan yang 
tercantum dalam surat izin penangkapan ikan. 
Selain itu, syarat untuk kapal berbendera asing yang harus 
terpenuhi agar menjadi legal, maka harus sesuai dengan (Pasal 1 ayat 
16) sampai dengan ayat (18) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 
Pertama, adanya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis 
yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha 
perikanan degan menggunakan sarana prouksi yang tercantum dalam 
izin tersebut. Kedua,  adanya Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 
(SIKPI), yaitu surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 
perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Ketiga, adanya Surat 
Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yakni izin tertulis yang harus dimiliki 
perusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Sesuai dengan Pasal 
                                                          
10 Akhmad Solihin, Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Menurut 
Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional,tesis, 
Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, 163. 

































27 ayat (2): Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan 
kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk 
melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.11 
Dari penjelasan diatas, dalam melakukan kegiatan perikanan 
atau penangkapan ikan harus mendapat izin terlebih dahulu dari 
pihak yang berwenang, dan peralatan yang digunakan harus sesuai 
dengan syarat yang ada dalam perturan perundang-undangan 
perikanan Indonesia yang telah ditentukan agar dalam penangkapan 
ikan tersebut tidak mengganggu habitat yang lain.  
3. Sanksi Hukum Illegal Fishing 
Hukum Indonesia menganut hukuman dan sanksi yang beragam 
bagi setiap pelaku kejahatan, sesuai dengan kadar kejahatan yang 
dilakukanya, diantaranya: 
a. Pidana Penjara 
Sanksi pidana penjara dapat dipidanakan kepada pelaku 
yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Seperti Nahkoda 
pemimpin kapal perikanan, ataupun setiap orang yang dengan 
sengaja mengoperasikan kapal baik berbendera Indonesia atau 
berbendera asing yang bertujuan untuk melakukan usaha 
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 
                                                          
11  Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 

































peledak, atau peralatan apapun yang dapat  membahayakan 
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut. 
b. Pidana denda  
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk 
mendapatkan tujuan dari pemidanaan yaitu berupa 
pencegahanperbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang 
telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara 
langsung oleh kejahatan Illegal Fishing tersebut. didalam UU No 45 
Tahun 2004 pidana denda merupaka pidana tambahan yang melekat 
dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku 
Illegal Fishing, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana 
penjara pastilah ditambahkan pidana denda. 12 
c. Penyitaan 
Sanksi berupa penyitaan adalah sanksi tambahan yang 
dibebankan kepada pelaku Illegal Fishing yaitu berupa penyitaan 
kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil 
tangkapan oleh pengadilan sebagai barang bukti.  
d. Pencabutan izin 
Sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki 
ataupun mengoperasikan kapal penangkapn atau pengangkut ikan 
yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan 
                                                          
12 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2007). 8.  

































perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU 
Perikanan. Seprti dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, 
pembekuan izizn, dan akhirnya pencabutan izin.13 
 
4. Batas-Batas Perairan Indonesia 
Dalam perairan Indonesia terdapat beberapa batas-batas yang 
harus diketahui yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut 
Teritorial, laut lepas, dan landas kontinen. Yang dimaksud laut 
teritorial yaitu laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak 
melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. 14  
Sesuai Pasal 1 ayat (22) UU No. 45 Tahun 2009 laut lepas 
menurut hasil dari konvensi Jenewa yaitu segala perairan yang terletak 
diluar, tapi bersambungan dengan laut Teritorial negara pantai. Secara 
sistematis dapat dikatakan bahwa bagian laut dihadapan suatu negara 
pantai adalah sebagai laut lepas, apabila lebar dari laut tersebut 
melebihi dari jumlah batas laut teritorial dari negara pantai yang porsi 
geografisnya berhadapan atau yang menegelilingi perairan laut 
dihadapanya. 15 
Selanjutnya wilayah atau daerah dibawah laut atau dasar laut  
disebut dengan landas kontinen atau dengan kata lain dasar laut beserta 
tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sampai 
                                                          
13 Pasal 41 ayat (4) 
14 Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 21. 
15 Ibid., 45. 

































kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin 
diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi alam. 16 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) secara umum dapat 
didefinisikan sebagai jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial 
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang 
berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah 
dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang 
diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 
 
5. Tindak Pidana Pencurian 
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Pencurian” 
berasal dari bahasa “curi (mencuri)” yaitu mengambil sesuatu yang 
bukan haknya. Adapun menurut istilah (terminologi) mencuri berarti 
mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa izin 
pemiliknya, contohnya masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur 
barang-barang. 17 
Menurut Andi Hamzah, pencurian adalah perbuatan dengan 
sengaja mengambil benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.18 
Selain itu, dalam ilmu kriminologi menurut Lamintang dan Theo 
Lamintang pencurian termasuk dalam kejahatan harta kekayaan. 
                                                          
16 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, (Bandung: Yrama 
Widya, 2014), 14. 
17 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika, 2010), 116. 
18 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 37-39. 

































Sebagaimana pengertian pencurian yang disebutkan diatas. Di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang disebut 
pencurian adalah terdapat dalam Pasal 362 KUHP. “Barangsiapa 
mengambil sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena 
pencurian dengan pidana penjara paling lam lima tahun atau denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah”19 
Pada pasal diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 20 
a. Perbuatan mengambil tanpa izin, 
b. Yang diambil haruslah suatu barang, 
c. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain, 
d. Harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan 
sengaja melawan hukum. 
Dari pengertian pencurian diatas, bahwa kasus menangkap ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin (SIPI) 
di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) termasuk dalam kategori 
tindak pidana pencurian baik sebagian atau seluruhnya dengan maksud 
untuk dapat dimiliki secara melawan hukum. 
                                                          
19 Lamnintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3. 
20 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 98. 

































Menurut Laden Marpaung dalam bukunya, pencurian ikan dalam 
tindak pidana di wilayah perairan (laut) Indonesia sebenarnya berbeda 
dengan pencurian ikan yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jika 
mencuri dilakukan misalnya dengan pancing, jala, dll dimana tidak 
mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan 
kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk “pencurian yang diatur 
dalam KUHP”.21 
Sebaliknya, pengertian pencurian ikan dalam UU Perikanan, 
yaitu jika pencurian ikan dilakukan dengan bahan peledak, bahan 
beracun, alat-alat yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan 
maka hal tersebut melanggar UU Perikanan. Seperti yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus penangkapan ikan tanpa 
surat izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat dalam 
Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 




                                                          
21 Laden Marpaung, Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1992), 75.  
22 Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan 

































B. Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) 
Prespektif Hukum Pidana Islam  
1. Jari>mah 
a. Pengertian Jari>mah 
Menurut Imam al-Mawardi, jari>mah adalah perbuatan yang 
dilarang shara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 
meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman 
h}}add atau ta’zi>r. 23 
Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jari>mah (tindak 
pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad 
(anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan 
masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara 
dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jari>mah adalah 
dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, 
baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun 
yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti 
ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.24 
Dengan demikian, jari>mah dalam shara’ hampir sesuai 
dengan pengertian hukum pidana positif yang menurut Mr. Tresna 
adalah “rangkaian dari suatu perbuatan manusia yang bertentangan 
                                                          
23 Al- Mawardi, al Ahkam al- Sulthaniyah, (Jakarta: Darul Falah,1973), 219.   
24 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17. 

































dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. 
Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap 
sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang 
dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak 
bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak 
melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang 
maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.25 
Menurut Djazuli, jari>mah memiliki unsur khusus dan 
umum. Unsur umum jari>mah adalah unsur-unsur yang terdapat pada 
setiap jenis jari>mah, sedangkan unsur khusus jari>mah adalah unsur-
unsur yang hanya terdapat pada jenis jari>mah tertentu dan tidak 
terdapat pada jenis jari>mah yang lain. 26 
Unsur umum jari>mah tersebut seperti yang telah 
dikemukakan oleh Abd. Al Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh 
Ahmad Wardi: 
1) Unsur formal atau al-rukn al-syar’iy> 
Ketentuan shara’ atau nas}s} yang menyatakan bahwa 
perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh 
hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau 
                                                          
25 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas hukum pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 
10. 
26  Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), 12.  

































adanya nas}s} (ayat) yang mengancam hukuman terhadap 
perbuatan yang dimaksud. 27 
2) Unsur materiil atau al-rukn al-ma>di \> 
Perilaku yang membentuk jari>mah, baik berupa 
perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang 
bersifat melawan hukum. 
3) Unsur moril atau al-rukn al-a>daby> 
Unsur ini disebut juga al-mas’uli>yyah al-Jinayah atau 
penanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat 
jari>mah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang 
yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.28 Itulah 
objek utama kajian fikih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-
unsur tindak pidana atau arkan al-jari>mah.  
Menurut perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana 
oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan 
diatas. Selain unsur diatas juga dilihat dari unsur khusus yaitu unsur 
yang terdapat dalam suatu jari>mah yang tidak terdapat pada jari>mah 
lain. Seperti mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan 
dalam jari>mah pencurian, dll.29 
b. Macam-Macam Jari>mah 
                                                          
27 Rahmat Hakim, Hukum Pidana...,52. 
28 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan asas...,27.   
29 Djazuli, Fiqih Jinayah...,12. 

































Adapun menurut Ulama Fiqih, pembagian dan macam-
macam jari>mah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi: 
1) Dilihat dari segi beratnya hukuman 
a) Jari>mah H}udu>d 
Segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan 
bentuk, jumlah dan ukuran hukumanya dan merupakan hak 
Allah SWT semata-mata. Maksudnya adalah bahwa apabila 
tindak pidana itu terbukti maka hukumanya tidak dapat 
digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana 
secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh 
sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam 
jari>mah h}udu>d. Tindak pidana yang masuk jarima>h h}udu>d 
meliputi perzinaan, qaz>af (menuduh zina), minum minman 
keras, pencurian, hira>bah (perampokan), pemberontakan, 
dan murtad.30 
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-
ciri jari>mah h}udu>d adalah sebagai berikut: 31 
i. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa 
hukuman tersebut sudah ditentukan oleh shara’ dan 
tidak ada batas maksimal dan minimal. 
                                                          
30 Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah, (Palembang: Rafa Press, 2009), 28. 
31 Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Cet-II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),x. 

































ii. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, 
atau karena ada hak manusia disamping hak Allah, maka 
hak Allah yang paling dominan. 
Oleh karena hukuman h{add adalah merupakan hak 
Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh 
perseorangan, h}udu>d  terbagi menjadi dua jenis yaitu h}udu>d 
yang merupakan hak Allah seperti h}udu>d atas jari>mah zina, 
syurb khamr, pencurian dan pemberontakan dan kedua h}udu>d 
merupakan hak manusia yaitu seperti h}add qadhaf dan qis{a>s{. 
b) Jari>mah Qis}a>s} / Diyah 
Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran 
terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu 
membunuh atau melukai seseorang. Qis}a>s} adalah 
memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukannya. Diyah artinya 
ganti rugi dengan harta. Jari>mah qis}a>s} merupakan hak 
pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman 
qis}a>s} tersebut, baik melalui permaafan tanpa ganti rugi 
maupun dengan ganti rugi.32 
 
 
                                                          
32 Nurul Irfan dan Mayrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 195. 

































c) Jari>mah Ta’zi>r 
Memberikan teguran atau ajaran terhadap seseorang 
yang bersalah, tetapi kesalahanya itu tidak mewajibkan 
hukuman h}add, dan hukumanya dilaksanakan waliyul amri 
(penguasa) dalam negara. Hukuman ta’zi>r tidak ditentukan 
banyaknya, oleh sebab itu hakim boleh memilih hukuman 
yang pantas dijatuhkan. Biasanya hukuman ta’zi>r 
mempunyai dua cabang, hakim noleh menjatuhka hukuman 
ta’zi>r dangan hukuman paling ringan ataupun sebaliknya.33 
2) Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman. 
Hukuman h}udu>d, qis}a>s}, dan diyah selama tidak ada 
unsur pemaafan dari pihak keluarga korban, hakim tetap wajib 
melaksanakanya. Mengenai hukuman ta’zi>r terdapat perbedaan 
pendapat. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad, 
ta’zi>r itu menyangkut hak Allah dan hakim wajib 
melaksanakanya. Akan tetapi kalau menyangkut hak manusia, 
hakim bisa saja memafkan pelaku atau membekukan perkaranya. 
Di pihak lain Syafi’i berpendapat bahwa hukum ta’zi>r tidak 
wajib dilaksanakan oleh seorang hakim, boleh dilakukan atau 
tidak.34 
                                                          
33 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580. 
34 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah...,196. 

































3) Dari segi niat pelaku, jari>mah yang disengaja dan jari>mah yang 
tidak disengaja. 
Apabila tindak pidana itu disengaja dan diketahui oleh 
terpidana bahwa perbuatan itu dilarang, maka unsur pidana 
dalam kasus seperti ini terpenuhi dan hukuman yang akan 
dilaksanakan adalah hukuman primer (aslinya). Akan tetapi 
apabila unsur kesengajaan tidak ada maka hukuman yang akan 
dikenakan adalah hukuman pengganti bukan hukuman asli.35 
 
2. Pencurian (Sari>qah) 
a. Pengertian  
Kata pencurian berasal dari bahasa arab Al-Sariqah adalah 
mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat 
penyimpanan. 36 Secara etimologis   ًةَليِحَو ًةَيْفُخ ُهَل َاَم َذَخَأ  berarti 
mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi 
dengan tipu daya. 37 
Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil 
harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh 
orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.38  
                                                          
35 Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah..., 36. 
36 Ibid., 71. 
37 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah...,99. 
38 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka. 2000), 83. 

































Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani sari>qah dalam 
syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan 
adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham atau 
seperempat dinar yang masih berlaku, disimpan di tempat 
penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf 
secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, 
sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku 
maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya 
diancam hukuman potong tangan. 39 
Dasar hukum dari tindak pidana pencurian terdapat dalam 
Q.S. Al- Ma^’idah ayat 5:40 
 ٌمْيِكَح ٌز ِْيزَع ُللهاَو .ِلله ا َن ِّم ًلًَكَن اَبَسَك َابًِء َازَج اَمُه َيِدْيَآ اْوَُعطْقَاف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو.  
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 
Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” 
 
Pencurian (sari>qah) ini apabila ditinjau dari segi hukumnya 
dibagi menjadi dua, yaitu pencurian (sari>qah) yang dijatuhi 
hukuman h}add dan pencurian (sari>qah) yang diancam dengan 
hukuman ta’zi>r. Pencurian (sari>qah) yang dihukum h}add dibagi 
menjadi dua, yaitu sari>qah sughra (pencurian kecil atau biasa) dan 
sari>qah kubra (pencurian besar atau pembegalan).41 
                                                          
39 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah..., 99. 
40 Yusuf Ali Abdullah, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 107. 
41 Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2001), 77. 

































b. Unsur-Unsur Pencurian (Sari>qah) 
Dalam hal ini, agar pelaku pencurian dapat dikenai 
hukuman potong tangan sesuai dengan ayat diatas, maka harus 
memenuhi unsur-unsur pencurian sebagai berikut: 
1) Mengambil Harta Secara Diam-Diam. 
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik 
korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang 
tersebut dan ia tidak merelakannya. Seperti mengambil barang-
barang milik Orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari 
ketika pemilik nya sedang tidur. Dengan demikian, apabila 
pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa 
kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan 
perampasan 42  
Menurut Abu Hanifah, jika pencuri tertangkap setelah 
mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanan untuk 
mengambil barang tersebut, pencurian dianggap tidak 
sempurna, sebab meskipun si pencuri telah mengeluarkan 
barang dari tempat penyimpananya dan dari kekuasaan 
pemiliknya, barang tersebut belum masuk ke dalam kekuasaan 
pencuri atau karena kekuasaan pencuri barang tersebut belum 
sepenuhnya.43 
                                                          
42  Ibid, 77. 
43 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri>’ al-Jina>’i al- Isla>miy Muqa>ranan bil Qa>nu>nil Wad’iy, (Tim 
Tsalisah) jilid V, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), 81. 

































Salah satu contohnya adalah orang yang masuk ke 
dalam lumbung untuk mencuri gandum di dalam karung lalu 
tertangkap saat sedang memenuhi karungnya atau setelah 
memenuhi karungnya dan ia tengah berusaha membawanya, 
atau sudah membawanya meski belum keluar dari lumbung. 
Alasanya, ia belum mengeluarkan barang curian dari tempat 
penyimpanan. Selama barang belum keluar dari tempat 
penyimpanannya, barang tersebut belum keluar dari kekuasaan 
korban dan belum masuk kedalam kekuasaan pencuri. 44 
Menurut Ulama Zahiriyah mewajibkan hukuman 
potong tangan terhadap pelaku usaha pencurian, jika pencuri 
sudah meletakan tanganya pada sesuatu yang dicuri walaupun 
belum mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan. Karena 
itu, barangsiapa melakukan pencurian, ia harus dipotong 
tanganya, meskipun ia baru sampai pada tahap mengumpulkan 
barang dari rumah korban, belum membawa dan 
mengeluarkanya dari rumah. Selain itu tidak mensyaratkan 
barang berada di tempat penyimpanan. Karena itu mereka 
menganggap pengambilan sudah sempurna hanya dengan niat 
mencuri dan memegang barang yang akan diambil meskipun 
barang tersebut belum keluar dari tempat penyimpanan dan 
                                                          
44 Ibid, 81. 

































belum masuk dalam wilayah kekuasaan pelaku dengan jelas dan 
pasti. 45 
2) Barang yang Dicuri Berupa Harta 
Barang yang dicuri harus berupa (mal) atau harta yang 
berkaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang 
harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman, syarat-syarat 
tersebut adalah: 
a) Barang yang dicuri harus termasuk Mal muttaqawwi>n 
Menurut imam Syafi’i, Maliki dan Hambali bahwa 
yang dimaksud dengan barang yang dicuri harus mal 
muttaqawi>n yaitu barang yang dianggap bernilai menurut 
shara’, 46  berupa barang dengan harga mutlak, tidak 
relatif/nisbi. Jika harganya bersifat relatif, pencuri tidak 
dijatuhi potong tangan, tetapi ta>’zir. Contohnya minuman 
keras dan daging babi yang tidak ada nilanya bagi orang 
islam, tetapi tidak demikian menurut nonmuslim. Sisi 
syubhatnya adalah tidak adanya nilai barang, sedangkan 
hukuman h}udu>d harus dihapuskan jika ada syubhat.  
Imam Abu Hanifah mensyaratkan juga bahwa 
barang yang dicuri harus memiliki nilai di mata manusia, 
yaitu barang yang berat untuk mereka lepas atau berikan. 
                                                          
45 Ibid, 81. 
46 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…,83. 

































Ini membuktikan bahwa barang tersebut bernilai tinggi dan 
penting bag mereka.47 
b) Barang tersebut harus barang yang bergerak. 
Barang tersebut harus benda yang bergerak. Untuk 
dikenakan hukuman h}add bagi pencuri maka disyaratkan 
barang yang dicuri harus barang yang bisa bergerak. Suatu 
benda yang dianggap bergerak apabila benda tersebut 
dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.48 
c) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan. 
Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa salah satu 
syarat untuk dikenakannya hukuman h}add bagi pencuri 
adalah bahwa barang tersebut tersimpan di tempat 
simpanannya. Sedangkan Zahiriyyah dan muhaditsin tetap 
memberlakukan hukuman h}add walaupun barang tersebut 
tidak berada dalam tempat penyimpanannya apabila 
barang tersebut telah mencapai batas nisab  pencurian.49 
3) Barang tersebut mencapai nisab pencurian. 
Barang tersebut mencapai nisab pencurian. Tindak 
pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya 
apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab 
harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman h}add  
                                                          
47 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri>’ al-Jina>’i ..., 104. 
48 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 84. 
49 Ibid., 85. 

































ialah ¼ dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan 
demikian harta yang tidak mencapai nisab tidak dapat 
dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada 
suatu tempat.50 
4) Harta Yang Dicuri itu Milik Orang Lain 
Maksud dari milik orang lain adalah bahwa harta itu 
ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain, semisal 
barang tersebut ia miliki sebelum terjadi pencurian lalu barang 
tersebut keluar dari kepemilikanya sebelum terjadi pencurian, 
ia harus mempertanggungjawabkan tidank pidana yang ia 
lakukan dan dikenai hukuman potong tangan.51  
Menurut imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai 
hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga 
yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk 
tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan imam Ahmad, seorang 
ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri 
harta Anaknya, cucunya seterusnya samapai kebawah. 
Demikian pula sebaliknya,anak tidak dikenai sanksi potong 
tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya dan seterusnya 
keatas. Menurut imam Abu hanifah tidak ada hukuman potong 
tangan pada kasus pencurian antara suami dan isteri.52 
                                                          
50 Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,78 
51 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri>’ al-Jina>’i al..., 144. 
52 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam…, 29. 

































5) Berniat melawan hukum/ adanya i’tikad tidak baik 
Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap 
pencurian kecuali jika pelaku berniat melawa hukum. Niat 
melawan hukum terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu 
padahal ia mengetahui bahwa hukum mencuri ini adalah haram 
dengan perbuatannya itu ia bermakasud memiliki barang yang 
dicurinya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. 53 
 
c. Syarat-Syarat Jari>mah Sari>qah 
Syarat-syarat jari>mah sari>qah ada lima yaitu, pelaku telah 
dewasa dan berakal, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya 
sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur syubhat 
dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat 
peperangan dijalan Allah. 54  Menurut penjelasan al Sayid Sabiq 
bahwa syarat-syarat jari>mah sari>qah yaitu: 
1) Taklif (cakap hukum) 
Pencuri tersebut sudah baligh dan berakal maka tidak 
dapat dikenai hukuman potong tangan pencuri gila, anak kecil 
karena keduanya tidak mukallaf, tapi anak kecil yang mencuri 
dapat sanksi yang bersifat mendidik (ta’zi>r). Islam tidak 
menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau 
                                                          
53 Ibid., 79.  
54 M. Nurul irfan Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam…,119. 

































orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu 
sebaliknya. 
2) Kehendak sendiri atau ikhtiar  
Pencuri tersebut mempuntai kehendak sendiri. 
Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap  
sebagai pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak 
adanya ikhtiar menggugurkan taklif. 
3) Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat  
Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat, jika 
barang tersebut syubhat, maka pencuri tersebut tidak dihukumi 
potong tangan.  
Dari uraian mengenai jari>mah sari>qah diatas, bisa 
disimpulkan bahwa diantara macam-macam dan jenis-jenis jari>mah 
h}udu>d adalah sari>qah atau pencurian karena secara tegas sari>qah  
diatur dalam nas}s} al-Quran dan al- Hadist bahwa hukuman bagi 
pelaku jari>mah sari>qah adalah potong tangan jika terpenuhinya 
unsur dan syarat dalam tindak pidana diatas, namun jika dari salah 
satu syarat dan unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi 
maka hukumannya adalah ta’zi>r. 
3. Hukuman (Uqubah) 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito 
hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). 

































Dalam bahasa arab hukuman disebut dengan iqab (singuler) dan uqubah 
(plural), yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama seperti 
S. Wojowasito diatas. Abdul Qadir Audah memberikan definisi 
hukuman sebagai berikut : 55 
 ُاءَازَْلْا َيِهَُةبْوُقُعْل َا ِِعرا َّشلا ِن اَيْصِع ىَلَعِةَعاَمَْلْ ا ِةَحَلْصَمُِلرَّرَقُمْل  
“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk 
memelihara kepentinmgan masyarakat, karena adanya 
pelanggaran atas ketentuan ketentuan shara’”. 56 
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman 
merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan 
yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatanya. 
Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan 
kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah 
diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku 
akibat pelanggaran (maksiat) perintah shara’. 57 \ 
Dasar hukum suatu perbuatan tindak pidana yang harus 
dikenakan hukuman terdapat dalam Q.S Shad : 2658 
ا ِعِبّت َت َلَْو ِّقَْلْ ِاب ِس اَّنلا َْيْ َب ْمُكْحَاف ِضْرَْلْا ِفِ ًةَف ْ يِلَخ َكاَنْلَعَجاَِّناُدُواَدَاي 
 َِبٌِدْيِدَش ٌب اَذَع ُْمَلْ ِلله ا ِلْيِبَس ْنَع َنْوُّلِضُي َنْيِذّل ا َّنِا ِهّللا ِلْيِبَس ْنَع َكَّلِضُي َف ىََوْلْ ا
 ِباَسِْلْا َمْو َي ا ْوُسَن  
                                                          
55 Djazuli, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). (Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2000), 59. 
56 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinai-‘iyAl-Islamiy, Juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al-‘Araby, 
t.t), 609. 
57 H. A. Djazuli, Hukum Pidana Islam...,60. 
58 Yusuf Ali Abdullah, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 454. 

































“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu Khalifah 
di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) 
diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dijalan Allah akan 
mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari 
perhitungan”. 
Selain itu, tujuan pemberian hukuman bagi pelaku jari>mah 
menurut H. A. Djazuli dalam bukunya diantaranya; 59 
1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat berbuat maksiat. 
Atau menurut Ibnu Hammam dalam Fathuk Qadir bahwa 
hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan 
(preventif) dan menjerahkan setelah terjadinya perbuatan 
(represif). 
2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung 
pada kebutuhan kemasahatan masyarakat, apabila kemasalahatan 
menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. 
Demikian pula sebaliknya. 
3) Memberikan hukuman kepada pelaku bukan berarti balas dendam, 
melainkan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatanya. 
4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya 
tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.  
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 
tindak pidananya. 
                                                          
59 H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah...,26-27. 

































1) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nas}s}nya 
dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Maka hukumanya dapat dibagi 
menjadi dua: 
a) Hukuman yang ada nas}s}nya, yaitu h}udu>d, qis}a>s}, diyah, dan 
kafarah. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, dll. 
b) Hukuman yang tidak ada nas}s}nya, hukuman ini disebut 
dengan hukuman ta’zi>r, seperti percobaan melakukan tindak 
pidana, tidak melaksanakan amanah, dll. 
2) Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman 
lain, diantaranya: 
a) Hukuman pokok (al-uquba>t al-ashli>yah) 
Hukuman pokok yang telah ditetapkan pada suatu 
tindak pidana, seperti hukuman qis}a>s} bagi tindak pidana 
pembunuhan, hukuman rajam bagi tindak pidana zina, dll. 
b) Hukuman pengganti (al-uquba>t al-badali>yah) 
Hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila 
hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya 
alasan yang syar’i (sah). Seperti hukuman diyah sebagai 
pengganti hukuman qis{a>s} dan hukuman ta’zi>r sebagai 
hukuman pengganti h}udu>d dan qis}a>s}. 
c) Hukuman tambahan (al-‘uquba>t al-taba’i >yah) 

































Hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa 
memerlukan keputusan tersendiri. Contoh, larangan menerima 
warisan bagi pembunuh. 
d) Hukuman pelengkap (al-‘uquba>t al-takmili>yyah) 
Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan 
adanya putusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan 
tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. 
3) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, 
maka hukuman dibagi menjadi dua: 
a) Hukuman yang memiliki batas tertentu, dimana hakim tidak 
dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman 
h}add. 
b) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan 
batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang 
paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus 
maksiat yang diancam dengan ta’zi>r. 


































TINDAK PIDANA MENANGKAP IKAN DENGAN MENGOPERASIKAN 
KAPAL BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN 
IKAN (SIPI) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM 
PUTUSAN NOMOR 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg 
 
A. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg 
Jum’at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 07.09 WIB, telah 
terjadi tindak pidana tersebut diatas yang dilakukan oleh Warga Negara 
Asing (WNA). Terdakwa bernama Pham Nhut Giang sekiranya berumur 
36 Tahun yang mempunyai kebangsaan Negara Vietnam. Terdakwa 
merupakan nahkoda dari kapal KM 91705 TS, yang mana dari 
keteranganya bukan pemilik asli dari kapal tersebut.  
Pham Nhut Giang selaku Nahkoda kapal beserta beberapa awak 
kapal yang ada dikapal tersebut telah berhasil ditangkap oleh awak kapal 
Pengawas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
KKP RI yang sedang melakukan patroli bersama Kamla dalam negeri 
Bakamala RI “Nusantara-IIA” Tahun 2017 terhadap kapal KM. TG 91705 
TS saat berada pada posisi 06 derajat 20,606’ LU – 107 Derajat 05,442’ 
BT. Ditangkapnya Terdakwa tersebut disebabkan karna melakukan 
penangkapan ikan di Perairan Indonesia yaitu di wilayah perairan 
Indonesia bagian Barat, lebih tepatnya di Laut Natuna yang termasuk 
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). 

































Penangkapan ikan yang dilakukan Pham Nhut Giang dengan kapal 
berbendera asing tersebut melanggar daripada peraturan Negara Indonesia, 
yaitu menangkap ikan menggunakan alat tangkap Trawl (Jaring Pukat 
Harimau) yamg dapat merusak ekosistem laut, baik terumbu karang, 
ataupun ikan-ikan kecil yang sebenarnya belum dapat diambil.  Selain itu 
dari pemeriksaan 2 saksi awak kapal patroli Indonesia ditemukan bahwa 
Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. TG 91705 TS tersebut tidak 
memilki izin dari pemerintahan Indonesia, lebih tepatnya tidak memiliki 
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai syarat wajib bagi Warga 
Negara Asing yang akan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. 
Dalam hal ini juga ditemukanya kurang lebih 1.100 Kg (Seribu seratus 
kilogram) ikan campur yang berhasil dijaring menggunakan alat tangkap 
Trawl (jarring pukat harimau) oleh Terdakwa dari kegiatan menangkap 
ikan tanpa izin tersebut. 1 
Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan 
berturut-turut ini berupa : 
1. Keterangan saksi-saksi 
a. 2 anak buah kapal (ABK) yang dalam fakta persidangan dapat 
diketahui kesamaan dalam hal memberikan keterangan kepada 
majelis hakim, sebagaimana yang tertulis dalam putusan ini: 
Nguyen Ngoc Thanh dan Tran Van Hoang merupakan 
anak buah kapal (ABK) yang sudah bekerja selama 2 bulan di 
                                                          
1  Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang , Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, 4. 

































kapal KM.TG 91705 TS berbendera Vietnam ini. Saksi 
menjelaskan bahwa kapal yang dioperasikan merupakan bukan 
milik Terdakwa Pham Nhut Giang, melainkan milik Pham Van 
Rang yang beralamat di Tien Giang Vietnam. Saksi juga 
menjelaskan bahwa saat ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 06 
sekitar jam 07.09 pada tanggal 21 April 2017, kapal yang 
dinahkodai terdakwa baru selesai menarik jaring pukat Harimau 
sebagai alat tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan. 
Yang mana saksi hanya bertugas memilih hasil ikan dari 
tangkapan tersebut. Jenis ikan yang berhasil tertangkap adalah 
ikan campuran antara lain ikan mata besar, ikan kacang-kacang, 
ikan biji nangka, dan ikan kurisi. Pada saat ditangkap oleh kapal 
KP HIU 06, sudah ada ikan sekitar 1.100 Kg.  Ciri-ciri dari alat 
tangkap yang digunakan adalah 1 (satu) jaring dengan panjang 
lebih kurang 15 m memiliki papan pembuka mulut jaring, dan 
mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai sebagai 
pengangkat lumpur dan pengejut.  
Menurut pengakuan kedua saksi tersebut, cara 
mengpoperasikan alat tangkapnya yaitu, sebelum diturunkan 
jaring Trawl dipersiapkan terlebih dahulu, setelah selesai semua 
terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan 
kedasar laut bersamaan dengan slop atau papan otter board dan 
ditarik dengan menggunakan kapal dengan kecepatan rata-rata 2 

































mil perjam lebih kurang 7 jam baru jaring diangkat diatas kapal, 
hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan 
jenis ikan. Penurunan jaring dilakukan 2 kali dalam sehari, selama 
kegiatan pengoperasian jaring trawl semua dibawah kendali 
tekong atau nahkoda. Selain itu, selama berlayar KM. TG 91705 
TS jaring ditarik dengan dua kapal selama kurang lebih 5 jam. 
Hasil dari tangkapan ikan tersebut dibawa sendiri ke Tien Giang 
Vietnam dengan dititipkan ke kapal pengangkut ikan yang 
bernama Thanh Huy. Selama diperiksa oleh KP HIU 06, bahwa 
saksi tidak tahu tentang dokumen perizinan KM. TG 91705 TS 
dan juga posisi kapal saat adanya penangkapan.2 
b. 2 orang PNS Kementrian Kelautan dan Perikanan pada Direktorat 
PSDKP selama 13 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang 
sebagai Awak Kapal Pengawas Direktorat Pengawasan Sumber 
Daya Kelautan dan Perikanan, yang dalam fakta persidangan 
dapat diketahui kesamaan dalam hal memberikan keterangan 
kepada majelis hakim, sebagaimana yang tertulis dalam putusan 
ini: 
Surono dan Edwin Haryanto merupakan Saksi 
menerangkan bahwa kapal tempat saksi bekerja, kapal KP HIU 06 
telah memeriksa dan menangkap KM. TG 91705 TS berasal dari 
Vietnam pada hari Jum’at tanggal 21 April 2017 jam 07.09 WIB 
                                                          
2 Ibid., 6-7. 

































disekitar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut 
Natuna pada posisi 06 derajat 20’606” LU – 107 derajat 05’442” 
BT.  
Pada saat akan melakukan penghentian dan pemeriksaan 
KM. TG 91705 TS ada kapal lain dilokasi tetapi kapal tersebut 
sudah melarikan diri, dan kapal tersebut sedang melakukan 
kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Pukat 
Harimau, kemudian saksi diperintahkan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap KM TG 91705 TS oleh Nahkoda Kapal KP 
HIU 06 dengan surat perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : 20 / SP. 
KP. HIU 06 / PSDKP . 3 / P . 3 / PP . 520 / IV / 2017 / tanggal 21 
April 2017.  
Saksi juga menerangkan pada saat pemeriksaan saksi 
tidak menemukan dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah 
dari pemerintah Indonesia.  Ditemukan juga alat penangkapan 
ikan berupa jaring pukat Harimau sebanyak 1 (satu) unit yang 
digunakan untuk melakukan penangkpan ikan dan juga alat 
Navigasi yaitu 1 (satu) unit GPS dan 1 (satu) unit Radio. Selain 
itu ditemukan juga didalam palka kapal KM.TG 91705 TS 
tersebut terdapat hasil tangkapan yang jumlahnya sekitar 1.100 
Kg, yang terdiri dari ikan campuran.3 
 
                                                          
3 Ibid., 8. 

































2. Keterangan Ahli 
Selain keterangan saksi yang diajukan, terdapat juga 2 
keterangan ahli yang sudah kompeten dalam bidangnya, antara lain; 
a. Asriadi, merupakan PNS sebagai staf bidang Sumber daya 
Kelautan dan Perikanan pada Dinas KP2K Batam selama 22 tahun. 
Latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh yakni Sekolah 
Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Jurusan Penangkapan dan 
pernah mengikuti pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) di bidang Perikanan.  
Saksi menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan 
terhadap kapal ikan KM TG 91705 TS yang memiliki panjang 
kapal berukuran kurang lebih 19,50 M, lebar 4,90 M, dalam 5,30 
M dan GT lebih kurang 50; bahan dari kayu lapis fiber; alat 
tangkap yang dipergunakan berupa jarring trawl (pukat Harimau). 
Sedangkan untuk Dokumen kapal KM TG 91705 TS tidak ada. 
Ciri-ciri alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, 
yaitu memiliki panjang 150 meter yang berfungsi untuk menarik 
jarring, sayap 10 meter, terdapat pelampung dan rantai pengejut 
serta which dikanan kiri dengan 2 otter board yang dioperasikan 
menggunakan 1 (satu) kapal lebih kurang 2-4 jam sekali operasi. 
Dalam hal ini, saksi menerangkan bahwa dokumen yang 
harus ada diatas kapal berdasarkan UU No 45 tahun 2009 tentang 
Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) pada saat 

































melakukan penangkapan ikan dan Peraturan Mentri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2011 Pasal 66 
bahwa untuk menangkap ikan diwilayah pengelolaan Perikanan 
Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik 
Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).4 
b. Martin Yeremias Luhulima, S.H merupakan PNS Direktorat 
Jenderal Perikanan Tankap Kementrian Kelautan dan Perikanan, 
sekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan 
PSDKP Batam, memiliki pendidikan terakhir Sarjana Perikanan 
dan memiliki sertifikat Ahli Nautika kapal penangkao ikan tingkat 
II (ANKAPIN I) dengan mpengalaman sebagai pelaut jabatan 
sebagai Nahkoda pada tahun 2002-2017 (Nahkoda KP. HIU 004, 
KP HIU 003, KP HIU 010, KP HIU Macan 003, KP HIU Macan 
002, KP HIU Macan 005, KP ORCA 003, dan sekarang menjabat 
sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam. 
Bahwa ahli telah memberikan kesaksian atas dasar surat 
permintaan keterangan / pendapat ahli Nomor : 08.t/PPNS-
Kan/Lan2/PP.520/V/2017 tanggal 03 Mei 2017. Yang menyatakan 
bahwa berdasarkan rekaman GPS dari KP. HIU 06 dan peta laut 
no. 345 meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga 
Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012, KM. TG 
                                                          
4 Ibid., 11. 

































91705 TS pada saat posisi terdeteksi 06 derajat 27’350” N – 107 
Derajat 14’962” E dan dilakukan penegejaran/dipergoki pada 
posisi 06 Derajat 25’300” N – 107 Derajat 14’962” E kemudian 
posisi pada saat dilakukan pemeriksaan/dihentikan pada posisi 06 
Derajat 20’606” N – 107 Derajat 05’422” E posisi saat dipergoki 
05 Derajat 39’624” N – 106 Derajat 03’041” E saat dihentikan 
pada posisi 05 Derajat 39’621” N – 106 Derajat 03’166” E adalah 
berada di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) Laut Natuna.5 
 
3. Keterangan Terdakwa  
Terdakwa bernama Pham Nhut Giang yang merupakan Warga 
Negara Vietnam ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, KP. HIU 06 
pada hari jumat tanggal 21 April 2017 jam 07.09 WIB disekitar 
perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06 Derajat 20’606” LU-107 
Derajat 05’442” BT. Bahwa terdakwa menjeaskan bahwa pemilik 
kapal ikan KM TG 91705 TS adalah Pham Van Rang yang beralamat 
di Tien Giang Vietnam. Terdakwa sebagai nahkoda yang 
mengendalikan kapal KM TG 91705 TS adalah yang bertanggung 
jawab atas operasional kapal tersebut dan memasang bendera Vietnam. 
Terdakwa yang sudah bekerja sebagai nelayan selama 10 
tahun dan baru sekitar 2 bulan menjadi Nahkoda kapal, tertangkap 
sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat 
                                                          
5 Ibid., 12. 

































tangkap berupa jaring Pukat Harimau, dengan ciri-ciri alat tangkap 
menggunakan tali panjang 150 meter yag berfungsi untuk menarik 
jaring, sayap 10 meter, badan jaring 15 meter, panjang kantong jaring 
10 meter, terdapat pelampung dan rantai pengejut dan Winch dikanan 
kiri dengan 2 otter board yang dioperasikan dengan menggunakan 1 
(satu) kapal lebih kurang 3-4 jam sekali operasi. 
Cara pengoperasianya yakni setelah jaring ada dikapal 
terpasang dengan baik pada kapal, kemudian jaring diturunkan 
kedasar laut dan ditarik dengan menggunakan kapal dengan kecepatan 
rata-rata 2-3 mil per jam selama lebih kurang 4 jam kemudian baru 
jaring diangkat keatas kapal, hasil tankapan dipilih dan dipisah. Juga 
terdakwa menjelaskan telah berlayar selama kurang lebih 5 hari dan 
baru 3 hari di perairan Indonesia. Yang mana jenis ikan yag diperoleh 
adalah ikan campuran antara lain ikan mata besar, kurisin biji nangka 
dan ikan kacang-kacang, jumlahnya sekitar 1100 Kg.  
Selain itu, alat lain yang digunakan pada kapal KM TG 91705 
TS adalah alat navigasi yaitu GPS dan peralatan komunikasi berupa 
radio yang dapat berfungsi dengan baik. Kapal yang digunakan 
merupakan kapal yang menggunakan mesin induk merek Cummins 
dengan daya sekitar 460  PK. Terdakwa juga menjelaskan bahwa 
kapal yang dioperasikan terdakwa tidak memiliki perizinan untuk 
beroperasi di wilayah perairan Indonesia.6 
                                                          
6 Ibid., 13. 

































4. Barang Bukti yang Disita 
a. 1 Unit Kapal KM TG 91705 TS (telah dilakukan penyitaan yang 
dituangkan dalam BAP Barang bukti tertanggal 03 Mei 2017 
berdasarkan Penentapan Ketua Pengadilan Negeri Batam nomor 
464/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 15 Mei 2017); 
b. 1 Unit Alat tangkap Jaring Pukat Harimau (Trawl); 
c. 1 Unit GPS Furuno GP-32; 
d. 1 Unit Suply RPM Digital Merk Tachometer; 
e. 1 Unit Kompas; 
f. 1 Unit Radio Star 2400; 
g. 1 Unit Radio Galaxi; 
h. Ikan campur sebanyak 1.100 Kg (telah dilakukan penyitaan yang 
dituangkan dalam BAP Barang bukti tertanggal 18 Mei 2017 
berdasarkan Penentapan Ketua Pengadilan Negeri Batam nomor 





                                                          
7  Ibid., 14. 

































B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid. Sus-PRK/ 2017/ 
PN. Tpg 
Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam 
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg dalam menyelesaikan 
kasus penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing 
tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) adalah sebagai berikut; 
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi 
ahli, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan 
dalam persidangan selanjutnya majelis hakim akan memberikan 
pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
ke muka Pengadilan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim 
akan memilih yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tesebut yakni 
dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo 
Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur “Setiap Orang”  
Setiap orang yang mengandung arti orang atau siapa saja 
sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara 
hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu unsur 
setiap meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga 
Negara Asing selaku pribadi atau beberapaorang dan koorporasi/asing 

































yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolahan 
perikanan RI dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya 
menurut Hukum Pidana Indonesia.  
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa 
telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas 
terdakwa tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. 
Sehinggaa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan 
mengadili perkara ini tidak terjad kesalahan tentang orang yang 
didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang 
dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Pham Nhut Giang.  
2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
bebendera asing; 
Maksud dari “kapal penangkap ikan berbendera asing” 
adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Negara Lain. Yang mana pada saat ditangkap maupun di 
sidang terdakwa Pham Nhut Giang tidak mampu menunjukkan Surat 
Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal 
atau Dokumen sementara yang menunjukkan kebangsaan KM. TG 
91705 TS adalah Indonesia.  
Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan 
keterangan terdakwa yang menerangkan pemilik kapal KM.TG 91795 
TS adalah Pham Van Rang, Pengusaha asal dan tinggal di Tian Giang 

































Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara 
Vietnam. Juga berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan 
keteragan saksi dari KP. HIU 06, menerangkan bahwa KM TG 91705 
TS dinahkodai oleh terdakwa Pham Nhut Giang yang berangkat dari 
Pelabuhan Vietnam. Dari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat 
bahwa unsur kedua “yang mengoperasikan kapal ikan berbendera 
asing” telah terpenuhi.  
3. Unsur “melakukan penangkapan ikan”  
Maksud dari penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah 
“kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam 
keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 
menyimpan, medinginkan menangani, megolah, dan/atau 
mengawetkanya.”8 
Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan 
keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa KM. TG 91705 TS 
diatngkap KP. HIU 06 dalam keadaan sedang melakukan kegiatan 
penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring Pukat Harimau (Trawl). 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kapal KM 
TG 91705 TS yang dinahkodai terdakwa telah terbukti menangkap 
ikan diperairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dengan alat 
                                                          
8 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

































penangkap ikan jenis jaring Pukat Harimau (Trawl). Dari 
pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan 
penangkapan ikan” telah terpenuhi.  
4. Unsur “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 
Maksud dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) UU \Nomor 31 tahun 
2004 tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau 
pembudidayaan ikan meliputi a) Perairan Indonesia, b) ZEEI dan c) 
Sungai, waduk, dan genangan air lainya yang dapat diusahakan serta 
lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik 
Indonesia.  
Berdasarkan keterangan saksi petugas KP HIU 06 yang 
menangkap terdakwa, bahwa KM TG 91705 TS pada saat ditangkap 
berada disekitar perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06 Derajat 
20’606” LU – 107 Derajat 05’442” BT, Koordinat 060 30’878” LU – 
107045’816” BT merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
sedang melakukan usaha penangkapan yang dapat disimpulkan 
berada di wilayah Pengelolaan Republik Indonesia atau tepatnya di 
ZEEI. Dari pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur keempat 
“di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia” telah terpenuhi.  
5. Unsur “yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)  
Berdasarkan keterangan saksi yang menangkap terdakwa, 
menerangkan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. 

































TG 91705 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan 
(SIPI). Berdasarkan kedua keterangan saksi yang merupakan awak 
kapal KM 91705 TS menerangkan bahwa pemilik kapal tersebut 
milik Pham Van Rang, pengusaha asal dan tinggal di Vietnam dan 
diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam. Dari 
pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “tidak 
memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ”telah terpenuhi”.  
Sebelum menjatuhkan hukuman hakim juga 
mempertimbangkan hal-hal yang memberikan dan memberatkan dan 
meringankan terhadap terdakwa, yaitu sebagai berikut : 
a. Keadaan yang memberatkan: 
1) Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing, 
sedangkan terdakwa masih tetap mengoperasikan alat 
penangkap ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu 
kewajiban yang harus dimilikinya.  
2) Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang 
sehingga berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu 
berkurangnya hasil tangkapan mereka; 
3) Perbuatan terdakwa menggnakan alat tangkap yang tidak 
ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut di Indonesia.  
b. Keadaan yang meringankan : 
1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; 
2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dinegara asalnya; 

































3) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
4) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatanya. 9 
 
C. Amar Putusan Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg 
Mengingat pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 
UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim 
memutuskan: 10 
1. Menyatakan terdakwa Pham Nhut Giang terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di 
ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI); 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan. 
3.  Memerintahkan barang bukti berupa:  
a) 1 Unit Kapal KM TG 91705 TS  
b) 1 Unit GPS Furuno GP-32; 
c) 1 Unit Suply RPM Digital Merk Tachometer; 
                                                          
9 Ibid., 17. 
10 Ibid., 22. 

































d) 1 Unit Kompas; 
e) 1 Unit Radio Star 2400; 
f) 1 Unit Radio Galaxi; 
Dirampas untuk Negara; 
a) 1 Unit alat tangkap Trawl 
Dimusnahkan; 
a) Ikan campur sebanyak 1.100 Kg (telah dilakukan pemusnahan 
yang dituangkan dalam BAP Barang bukti tertanggal 15 Juli 2016 
berdasarkan Penentapan Ketua Pengadilan Negeri Batam nomor 
25/Pen.Pid/2016/PN.BTM tanggal 26 April 2016).  
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah); 
Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan 
Manjelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, 
tanggal 13 Desember 2017, oleh Jhonson F.E, Sirait, S.H, selaku 
Hakim Ketua Majelis, Drs. Ichsab Suwanto, MM dan Ir. Syariyulis, 
MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu 
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Thomas Aidi Pandia, 
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta 
dihadiri oleh Dani, K. Daulay, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa 
dengan didampingi oleh Kok Tai sebagai Juru Bahasa.  

































ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 18/Pid.Sus-PRK//2017/PN.Tpg. 
TENTANG MENANGKAP IKAN DENGAN MENGOPERASIKAN KAPAL 
BERBENDERA ASING TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) 
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) 
 
A. Analisis Putusan Hakim Nomor: 18/Pid.Sus-PRK//2017/PN.Tpg terhadap 
Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal 
Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  
 
Dalam sebuah putusan terdapat beberapa bagian-bagian yang mana 
terdiri dari kepala putusan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 4 Tahun 
2004, identitas pihak, tuntutan/ posita, pertimbangan hakim, serta amar 
putusan/putusan hakim. 1  Dari beberapa bagian putusan yang telah 
disebutkan diatas, maka selanjutnya penulis akan meninjau pada bagian 
putusan hakim yang nantinya akan dikaitkan dengan pertimbangan hakim 
serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.  
Dalam hal ini, tindak pidana menangkap ikan dengan 
mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan salah satu 
bentuk dari kegiatan Illegal Fishing dan termasuk dalam lingkup tindak 
pidana khusus, yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 
                                                          
1 Chandra Et. Al, Modul Mata Kuliah Eksaminasi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja, 2004), 12. 

































2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
yakni:“kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk memuar, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkanya”.2 
Dilihat dari tindak pidana dalam putusan pengadilan 
Tanjungpinang Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg yang dilakukan oleh 
terdakwa Pham Nhut Giang (36), berwarga negara Vietnam. Jika ditinjau 
dengan pasal yang didakwakan dan dijadikan dasar hakim dalam memutus 
suatu perkara, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 
perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan ini, yang 
berbunyi : 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di 
ZEEI yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 
27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh 
milyar rupiah)”. 
Unsur pertama, “setiap orang”, yang mengandung arti orang atau 
siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu unsur 
setiap meliputi seseorang, baik Warga Negara Indonesia atau Warga 
Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan koorporasi/asing 
                                                          
2 Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.   

































yang melakukan kegiatan perikanan diwilayah pengelolahan perikanan RI 
dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut Hukum 
Pidana Indonesia.  
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah 
membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga 
telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan. Maka dalam hal ini unsur setiap 
orang terpenuhi. 
Unsur kedua, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap 
ikan bebendera asing”. Kapal penangkap ikan berbendera asing adalah 
kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal 
Negara Lain. Yang mana pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa 
Pham Nhut Giang tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan 
Kapal Indonesia atau Surat Laut atau Pas Kapal atau Dokumen sementara 
yang menunjukkan kebangsaan KM. TG 91705 TS adalah Indonesia.  
Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan 
terdakwa yang menerangkan pemilik kapal KM.TG 91795 TS adalah Pham 
Van Rang, Pengusaha asal dan tinggal di Tian Giang Vietnam dan diawaki 
sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Vietnam. Juga berdasarkan 
keterangan saksi yang bersesuaian dengan keteragan saksi dari KP. HIU 06, 
menerangkan bahwa KM TG 91705 TS dinahkodai oleh terdakwa Pham 

































Nhut Giang yang berangkat dari Pelabuhan Vietnam. Maka dalam hal ini 
unsur kedua telah terpenuhi. 
Unsur ketiga, “melakukan penangkapan ikan”. Berdasarkan pasal 1 
angka 5 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan penangkapan ikan adalah 
“kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan 
yang dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang 
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
medinginkan menangani, megolah, dan/atau mengawetkanya.”3 
Berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan 
terdakwa yang menerangkan bahwa KM. TG 91705 TS diatngkap KP. HIU 
06 dalam keadaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan 
alat tangkap jaring Pukat Harimau (Trawl). Berdasarkan fakta yang 
terungkap dipersidangan bahwa kapal KM TG 91705 TS yang dinahkodai 
terdakwa telah terbukti menangkap ikan diperairan laut WPP-RI dengan 
alat penangkap ikan jenis jaring Pukat Harimau (Trawl). Maka dapat 
dikatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi. 
Unsur keempat, “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU \Nomor 31 tahun 2004 tentang 
Perikanan Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan 
meliputi a) Perairan Indonesia, b) ZEEI dan c) Sungai, waduk, dan 
                                                          
3 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

































genangan air lainya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan 
yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.  
Berdasarkan keterangan saksi petugas KP HIU 06 yang menangkap 
terdakwa, bahwa KM TG 91705 TS pada saat ditangkap berada disekitar 
perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06 Derajat 20’606” LU – 107 
Derajat 05’442” BT, Koordinat 060 30’878” LU – 107045’816” BT yang 
merupakan ZEEI. Maka unsur keempat dikatakan telah terpenuhi. 
Unsur kelima, “yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan 
(SIPI). Berdasarkan keterangan saksi yang menangkap terdakwa, 
menerangkan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. TG 
91705 TS ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). 
Berdasarkan kedua keterangan saksi yang merupakan awak kapal KM 
91705 TS menerangkan bahwa pemilik kapal tersebut milik Pham Van 
Rang, pengusaha asal dan tinggal di Vietnam dan diawaki sepenuhnya oleh 
orang Warga Negara Vietnam. Maka unsur kelima dapat dikatakan telah 
terpenuhi. 
Berdasarkan unsur-unsur diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan didepan hukum telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan yaitu terdapat dalam pasal 93 (2) jo Pasal 
27 (2) jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 
2004 tentang perikanan. 

































Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, 
mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Tanjungpinang juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan, diantaranya: 
a. Keadaan yang memberatkan: 
1) Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing, 
sedangkan terdakwa masih tetap mengoperasikan alat penangkap 
ikan tanpa memiliki SIUP dan SIPI sebagai suatu kewajiban yang 
harus dimilikinya.  
2) Potensi Sumber Daya Ikan Indonesia menjadi berkurang sehingga 
berdampak negatif bagi nelayan Indonesia yaitu berkurangnya 
hasil tangkapan mereka; 
3) Perbuatan terdakwa menggnakan alat tangkap yang tidak ramah 
lingkungan dan merusak ekosistem laut di Indonesia.  
b. Keadaan yang meringankan : 
1) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; 
2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dinegara asalnya; 
3) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; 
4) Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatanya. 4 
                                                          
4 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang , Nomor 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg, 17. 

































Berdasarkan pertimbangan hakim terkait dengan hal-hal yang 
memberatkan maka perbuatan terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Selain terdakwa tidak memiliki surat izin 
dari pemerintah Indonesia sebagai syarat wajib warga negara asing yang 
akan menangkap ikan diwilayah perairan Indonesia, juga memberikan 
banyak kerugian terhadap pemerintah, yakni dapat menimbulkan 
kerusakan pada keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem perairan. 
Selain itu dari kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah (Illegal Fishing) 
ini dapat merugikan perekonomian negara Indonesia.  
Karena yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang 
menimbulkan dampak hingga merusak ekosistem lautan, maka hukuman 
yang diberikan kepada pelaku salah satunya untuk dapat menimbulkan efek 
jera bagi pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak menggulangi perbuatan 
tersebut. 
Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta 
pertimbangan hakim sendiri terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dengan pidana denda Rp. 300.000.000,- saja , yang mana jika tidak bisa 
membayar dari denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan selama 
6 bulan, tanpa adanya pidana penjara sebagai hukuman pokok didalamnya. 
Padahal dalam ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 93 Ayat (2) 
jo Pasal 27 Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 

































Tahun 2004 tentang perikanan yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun 
dan denda paling banyak 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).5 
Sedangkan sifat hukuman pidana dibidang perikanan ini sebagian 
besar merupakan bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik 
kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana 
badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini 
tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana 
tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk 
dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. 
Hukuman yang berupa pidana penjara tinggi dan pidana denda yang 
berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek 
jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara 
bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya 
tidak sedikit. 
Yang mana jika dikaitkan dengan sifat kumulatif UU bidang 
perikanan ini seharusnya menggunakan kedua pidana yang telah ditetapkan  
dalam UU tersebut. Karena kata-kata “dan” dalam UU No 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan tersebut merupakan suatu kewajiban untuk dilakukan 
kedua pidananya, yakni anatara pidana penjara dan pidana denda. Bukan 
menggunakan pidana denda dan subsidair (pidana kurungan pengganti). 
Dalam hal ini, pidana kurungan pengganti merupakan hanya pidana 
                                                          
5 Direktori putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 18/Pid.Sus-PRK/ 2017/PN.Tpg, 22 

































pengganti dari pidana denda jika pelaku tidak bisa membayar denda yang 
ditentukan hakim dalam sebuah putusan.  
Terlepas dari sifat kumulaif yang terdapat dalam Undang-Undang 
Perikanan dan kata-kata “dan” sendiri, dalam pasal tersebut juga sudah 
dijelaskan pada Pasal 102 yang mana berbunyi “ ketentuan tentang pidana 
penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di 
bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali 
telah ada perjanjian antara Pemerintah negara yang bersangkutan.” 
Meskipun dalam hal terdakwa tidak bisa dipidana penjara karena 
ketentuan Pasal 102, tetapi tetap saja dinilai kurang memberikan suatu 
ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan 
hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera yang hanya dengan 
di pidana denda Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pidana 
kurungan selama 6 bulan.  
Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana menangkap 
ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera tanpa Surat Izin 
Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan belum tentu 
pula menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulanginya dimasa yang akan 
datang, terbukti dengan masih banyak adanya kasus penangkapan ikan 
tanpa surat izin dengan pelaku Warga Negara Asing.  
Selain itu, jika dibandingkan dengan denda maksimal yang terdapat 
dalam Pasal yang didakwakan yaitu pidana penjara maksimal selama 6 

































tahun dan pidana denda maksimal sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (Dua 
Puluh Milyar Rupiah), masih dirasa kurang memberikan efek jera kepada 
pelaku tindak pidana tersebut, belum lagi akibat dari kerugian lain yang 
ditimbulkanya dari tindak pidana tersebut, mulai dari ekosistem laut yang 
rusak akibat penggunaan jaring yang terlarang, juga dari segi ekonomi 
negara Indonesia berkurang. 
 
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 
18/Pid.Sus-PRK//2017/PN.Tpg 
 
Dalam pandangan hukum pidana Islam tentang penangkapan ikan 
dengan mengoperasikan kapal berbendera asing tanpa surat izin 
penangkapan ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengakibatkan 
kerusakan ekosistem dan lingkungan laut tetapi dari segi ekonomi juga 
Indonesia sangat dirugikan. Dalam penerapan sanksi, Islam sendiri sangat 
mempertimbangkan rasa keadilan dengan diberikannya hukuman bagi 
pelaku tindak pidana penangkapan ikan tersebut agar tidak diulanginya lagi.  
Hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam 
memutuskan dan mempertimbangkan hukuman untuk pelaku. Tindak 
pidana penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing), dalam kasus  
ini sama halnya dengan pencurian ikan yang mana dilakukan dengan 
menangkap ikan di perairan Indonesia dengan melanggar hukum yang telah 
ditetapkan, dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jari>mah h}udu>d.  

































Definisi dari jari>mah h}udu>d  adalah segala bentuk tindak pidana 
yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumanya dan 
merupakan hak Allah SWT semata-mata. Maksudnya adalah bahwa 
apabila tindak pidana itu terbukti maka hukumanya tidak dapat digugurkan, 
baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas 
permintaan masyarakat. 
Adapun dasar sanksi dari pencurian terdapat dalam Q.S. al- 
Ma^’idah ayat 5:6 
 ٌمْيِكَح ٌز ِْيزَع ُللهاَو .ِلله ا َن ِّم ًلًَكَن اَبَسَك َابًِء َازَج اَمُه َيِدْيَآ اْوَُعطْقَاف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو.  
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa 
lagi Maha bijaksana.” 
 
Kemudian dijelaskan juga dalam al-Hadist: 
اَع ْنَع َل : ِللها ُلْوُسَر َلَاق : ْتَلَاق َةَشِئ َف ِراَن ْي ِد ِعُْبر ْفَِّلِا ِِقراَس ُدَي ُعَطْق ُت  اَدِعاَصَ
 ُم َدِع اَصََف ِراَن ْيِد ِعُْبر ْفِ ِِقرا َّسلاَُدي ُعَطْق ُت :ِْيراَخُبلا َظَفْلَو . ِمِلْسُمِل َظَفلْلَو  ِهْيَلَع َقَف َّ ت ْفَِو  ا
 َلَو  ِراَن ْيِد ِعُْبر ْفِ اْوَُعطَْقا :َدَْحَْلٍَةي اَِور.َكِلَذ ْنِم َنََْداَوُه اَمْيِف اْوَُعطْق َت  
 
Menurut Ulama Mazhab Hanafi. Pencuri tidak diwajibkan 
membayar ganti rugi. Alasanya adalah bahwa nas}s} tidak membicarakan 
hukuman ganti rugi bagi pencuri. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, jika 
yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong 
tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika 
                                                          
6 Yusuf Ali Abdullah, Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 107. 

































pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenaan hukuman 
potong tangan saja.  
Adapun Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa 
pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan 
barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka 
pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang 
yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar ganti rugi senilai barang 
yang dicuri.  
Menurut penulis, bahwa hukuman potong tangan dapat 
dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur pencurian. Sebaliknya jika 
tidak unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat diberlakukan 
hukuman potong tangan.  
Menurut Rahmat, untuk dapat dianggap sebagai jari>mah  maka 
perbuatan tersebut harus memenuhi unsur jari>mah, yaitu adanya ketentuan 
yang mengatur, perbuatan tersebut melawan hukum, dan pelakunya dapat 
memepertanggung jawabkan perbuatanya, yang mana jika dihubungkan 
terhadap kasus pencurian ikan dalam putusan Tanjungpinang. Maka 
menurut penulis perbuatan tersebut sudah terpenuhi dan dapat dikatakan 
sebagai jari>mah dan dapat diancam dengan hukuman (uqubah). Yang mana 
sesuai dengan pengertian jari>mah menurut Imam al-Mawardi, yaitu 
perbuatan yang dilarang shara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau 

































meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman h}}add atau 
ta’zi>r. 7 
Untuk hukuman terhadap tindak pidana pencurian ikan di perairan 
Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa suatu perbuatan 
jarimah harus diancam dengan hukuman yang mana hukuman tersebut 
menggunakan ta’zi>r atau h}udu>d. Maka dalam hal ini dapat dilihat dari 
definisi atau unsur yang terdapat dalam jari>mah masing-masing. Karena 
menurut Djazuli dalam bukunya, unsur jari>mah terbagi menjadi dua macam 
yaitu unsur khusus dan unsur umum. Unsur umum adalah unsur yang 
terdapat pada setiap jenis jari>mah, sedangkan unsur khusus jari>mah adalah 
unsur yang hanya terdapat pada jenis jari>mah tertentu dan tidak terdapat 
pada jenis jari>mah yang lain.8 
Menurut para ulama jari>mah terbagi menjadi tiga macam 
diantaranya, yakni h}udu>d, qis}a>s} / diyah dan ta’zi>r. Jari>mah h}udu>d  adalah 
segala bentuk tindak pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan 
ukuran hukumanya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata.Jari>mah 
qis}a>s} adalah jari>mah yang tujuanya memberikan perlakuan sama kepada 
terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Diyah artinya 
ganti rugi dengan harta. Dan terakhir, jari>mah ta’zi>r  adalah jari>mah yang 
tidak ditentukan ketentuan oleh nas}s} al-Qur’an ataupun al-{Hadist, yang 
hukumanya diserahkan pada waliyyul amri (hakim).  
                                                          
7 Al- Mawardi, al Ahkam al- Sulthaniyah, (Jakarta: Darul Falah,1973), 219.   
8  Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), 12.  

































Di lihat dari definisi jari>mah diatas, maka tindak pidana pencurian 
ikan yang dilakukan oleh WNA di perairan Indonesia merupakan jari>mah 
h}udu>d yang hukumanya adalah potong tangan. Karena unsur-unsur yang 
terdapat dalam pencurian telah terpenuhi.  
Diantaranya ada 5 unsur dalam tindak pidana pencurian, yaitu: 
a) Mengambil harta secara diam-diam 
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik korban 
tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak 
merelakannya. Seperti mengambil barang-barang milik Orang lain dari 
dalam rumahnya pada malam hari ketika pemiliknya sedang tidur. 
Sama halnya dengan mecuri ikan yang dilakukan WNA Vietnam di 
wilayah perikanan milik negara Indonesia yang dilakukan tanpa izin 
dari pemerintah Indonesia dengan tidak mampu menunjukkan Surat 
Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ataupun surat-surat yang seharusnya 
digunakan dalam penangkapan di perairan Indonesia. Karena surat izin 
merupakan syarat wajib untuk untuk warga negara asing dapat masuk 
wilayah perairan Indonesia.  
Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku melakukan 
penangkapan ikan secara diam-diam, karena pelaku tidak mempunyai 
surat izin yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin dari Indonesia. Dan 
saat itu, petugas patroli AL segera datang dan menangkap pelaku 
tersebut. 
b) Barang-barang yang dicuri berupa harta 

































Ada beberapa syarat suatu barang dapat dikatakan sebagai 
harta. Pertama, barang tersebut termasuk Mal muttaqawwin, yaitu 
barang yang dianggap bernilai menurut shara’. Dalam hal ini, ikan yang 
ada dilaut merupakan objek dari pencurian tersebut, sedangkan ikan 
yang terdapat dalam laut Indonesia merupakan salah satu aset dari 
negara yang sangat penting dan berharga untuk dilindungi, maka dari 
itu salah satu bentuk dari adanya Undnag-Undang Perairan yaitu 
sebagai pencegahan agar laut Indonesia beserta isinya tetap lestari. Dan 
ikan ini termasuk berharga bagi negara Indonesia.  
Kedua, barang tersebut harus barang bergerak, dalam artian 
benda dapat dianggap bergerak apabila benda tersebut dapat 
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satunya adalah 
objek penangkapan ikan dalam kasus ini, yaitu ikan. Menurut saksi 
dalam persidangan ikan ini awalnya berada di laut, dan kemudian 
ditangkap oleh Pham Nhut Giang selaku Nahkoda menggunakan jaring 
trawl, yang selanjutnya diangkat dan dimasukkan kedalam palka kapal. 
Sekiranya menurut saksi ikan yang berhasil ditangkap sekitar 1.100 Kg. 
Ketiga, barang tersebut adalah barang yang tersimpan, dalam 
artian barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Menurut 
Imam Malik, asy-syafi’i, dan Ahmad bin Hanbali berpendapat bahwa 
yang dimaksud dengan tempat penyimpanan adalah adanya penjagaan 
yaitu tempat yang dijaga oleh penjaga, baik berupa tempat yang 
dipersiapkan untuk menyimpan barang, seperti rumah maupun tidak 

































dipersiapkan untuk itu, sepeti masjid, jalan umum, padang pasir, dan 
tempat umum lainya. Termasuk ikan di laut Indonesia merupakan 
tempat penyimpanan aset negara dalam bentuk ikan, karena dalam hal 
ini ikan yang ditangkap berada di laut Indonesia yang mana setiap 
daerah perbatasan laut Indonesia dijaga oleh Angkatan laut yang 
ditugaskan oleh negara untuk menjaga laut Indonesia beserta isinya. 
c) Barang tersebut sudah mencapai nisab 
Nisab dalam hal ini adalah ialah ¼ dinar (kurang lebih seharga 
emas 1,62 gram). Karena 1 dinar sama dengan 4 dirham dan 1 dirham 
jika dirupiahkan sekitar lima ratus ribu. Dalam hal ini, ikan yang 
ditangkap oleh pelaku WNA sekitar 1.100 Kg, jika diuangkan sekiranya 
sudah mencapai dari uang sebesar lima ratus ribu rupiah. Maka dari itu, 
barang yang berupa ikan sudah mencapai nisab pencurian. 
d) Harta yang dicuri milik orang lain 
Artinya, bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah 
milik orang lain. Dalam hal ini Pham Nhut Giang merupakan warga 
negara Vietnam, yang mana menangkap ikan tanpa memiliki izin dari 
pemerintah Indonesia. Maka dari itu ikan yang semula berada di laut 
Indonesia kemudian ditangkap oleh WNA dengan maksud untuk 
dimiliki dan dibawa ke negara asalnya yaitu Vietnam. 
e) Berniat melawan hukum/ tidak  mempunyai i’tikad baik 
Pelaku mengambil sesuatu padahal ia mengetahui bahwa 
hukum mencuri ini adalah haram dengan perbuatannya itu ia 

































bermakasud memiliki barang yang dicurinya tanpa sepengetahuan dan 
izin dari pemiliknya. Dalam hal ini pelaku sudah mengetahui bahwa 
menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing di 
perairan Indonesia itu dilarang apalagi tidak memiliki surat izin untuk 
masuk Indonesia ataupun surat untuk menangkap ikan.  
Dengan melihat unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut 
hukum pidana Islam diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera asing 
tanpa Syrat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEEI) atau dengan kata lain tindak pidana pencurian ikan, 
adalah termasuk jari>mah h}udu>d, yang hukumanya adalah potong tangan. 
Karena kelima unsur dalam pencuian diatas sudah terpenuhi, untuk itu 
hukumanya menggunakan potong tangan, karena tidak ada unsur 















































Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkankan sebagai berikut: 
1. Putusan hakim No. 18/Pid.Sus-PRK/2017/PN. Tpg tentang tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 
asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI) sudah tepat dan sesuai dengan pasal yang 
didakwaan jaksa penuntut umum yaitu, Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 
Ayat (2) jo Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 
Tahun 2004 tentang perikanan.  Dengan melihat segala aspek yang 
menyertainya seperti unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, serta 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terlepas dari unsur 
kumulatif dalam perikanan yang mewajibkan pidana penjara dan denda 
dijatuhkan. Karena dalam pasal 102 itu sendiri sudah dijelaskan. Maka 
dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum dengan mejatuhkan hukuman pada terdakwa warga 
negara Vietnam sesuai dengan pasal yang disebutkan diatas.  
2. Dalam analisis hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak 
pidana menangkap ikan dengan mengoperasikan kapal berbendera 

































asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tertuang dalam Putusan Nomor 
18/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Tpg  adalah potong tangan yang merupakan 
jari>mah h}udu>d yakni tindak pidana pencurian (sari>qah). Suatu tindak 
pidana dapat dikategorikan sebagai jari>mah h}udu>d, apabila 
terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pencurian 
yakni mengambil harta secara diam-diam, barang yang dicuri berupa 
harta, barang tersebut mencapai nisab pencurian, harta yang dicuri itu 
milik orang lain, berniat melawan hukum/ adanya i’tikad tidak baik.  
 
B. Saran 
1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan 
kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana, 
khususnya tindak pidana menangkap ikan oleh Warga Negara Asing 
tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan memepertimbangkan 
aspek kerugian bagi masyarakat umum. Hukuman yang dijatuhkan 
harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak 
mengulangi perbuatanya lagi dikemudian hari. 
2. Adanya peraturan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang perikanan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya mentaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk 
menjaga lingkungan disekitar serta menjaga stabilitas perekonomian 
negara Indonesia. 
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